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ABSTRACT 
Taxes are a guide for a country to create justice, comfort and prosperity for 
the people. Taxes for all types of people in Indonesia and also for Entities or Micro, 
Small and Medium Enterprises (MSMEs). In PP No. 46 of 2013, the applicable 
tariff is a tax rate of 1% because the rate is too high, the government makes new 
regulations. The government through the Directorate General of Taxes (DGT) 
made a new regulation by lowering the MSME rates to increase Final Income Tax 
revenue by issuing PP no. 23 of 2018. This is based on MSME actors who feel that 
the final PPh rates applied are still high and burdensome so they want to exceed 
the representative rates. This type of research is correlational research, namely 
research that tests hypotheses using a quantitative approach. The influence of tax 
knowledge, tax rates, service quality and the modernization of the tax 
administration system on taxpayer compliance. 
Keywords: MSMEs, Tax Knowledge, Tax Rates, Service Quality, The 
Modernization Of The Tax Administration System, Taxpayer Compliance. 
PENDAHULUAN 
Pajak merupakan pegangan bagi suatu negara untuk menciptakan keadilan, 
kenyamanan serta kemakmuran rakyat. Dalam artian lain pajak adalah iuran 
masyarakat kepada kas negara yang didasari oleh undang-undang tanpa merasakan 
manfaatnya secara langsung (Mardiasmo, 2016:3). Pasal 23 ayat (2): “ Segala pajak 
untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang“. Berarti pajak berlaku untuk 
semua jenis kalangan masyarakat di Indonesia dan berlaku juga untuk Badan 
maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut data Direktorat Jenderal 
Kementerian Keuangan, selama 2019 jumlah wajib pajak yang membayar pajak 
sebesar 2,31 juta. Jumlah ini, belum termasuk wajib pajak orang pribadi UMKM, 
mencapai 2,05 juta, dan wajib pajak badan UMKM - sekitar 257.000 perusahaan. 
Pencapaian ini berarti jumlah wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 
23%. Meski lebih besar, nyatanya pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM tahun 
lalu menurun lebih dari tahun 2018 yang naik menjadi 27,8% secara tahunan 
dengan wajib pajak terdaftar membayar 1,88 juta UMKM. 
(www.nasional.kontan.co.id). Jadi terlihat dari data diatas bahwa kepatuhan wajib 
pajak tahun 2018 lebih  tinggi dibanding 2019. Keberhasilan penerimaan pajak 
suatu negara bergantung pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan 
pajak dan menekan manipulasi pajak. (www.pajak.go.id). 
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Teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu 
mengamati perilaku seseorang. Teori atribusi ini berhubungan dengan pengetahuan 
perpajakan, tarif pajak dan kualitas pelayanan merupakan faktor internal atau faktor 
eksternal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya.  
Teori Persepsi 
Suharman (2005:23) “Persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan 
atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. 
Menurutnya, ada tiga aspek persepsi yang dianggap berkaitan dengan persepsi 
manusia, yaitu pencatatan sensorik, pengenalan pola, dan perhatian. 
Kepatuhan Wajib Pajak  
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi 
kewajiban perpajakannya secara sukarela dan hak perpajakannya dengan 
menggunakan sistem self assessment, dimana wajib pajak menghitung sendiri 
secara akurat untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya serta membayar 
pajaknya tetap waktu dan melaporkannya. 
Pengetahuan Perpajakan 
Pajak memiliki makna yaitu sumbangan wajib rakyat ke kas negara, yang 
bersifat wajib dan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya akan 
digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Yang berarti pengetahuan perpajakan merupakan 
kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik tarif pajak 
yang harus dibayar maupun keringanan pajak yang akan menguntungkan hidupnya. 
(Yulsiati, 2015). 
Tarif Pajak 
Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru Juli 2018 yang mana 
penghitungan tarif pajak bagi UMKM dikenakan PPh final sebesar 0,5%. 
Perubahan tersebut diatur dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018, di mana sebelumnya penghitungan tarif pajak bagi UMKM 
dikenakan pajak penghasilan final sebesar 1%, yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.  
Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan yaitu pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 
wajib pajak dan apabila tingkat kualitas pelayan tersebut dikatakan baik yang 
berarti tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan wajib pajak. 
Menurut Fitzsimmons bersaudara (1998) menjelaskan bahwa “Kualitas pelayanan 
adalah sesuatu yang kompleks dan para tamu akan menilai kualitas pelayanan 
berdasarkan 5 prinsip dimensi pelayanan sebagai ukuran”. 
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Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan sistem yang telah 
mengalami perbaikan untuk melayani wajib pajak dengan lebih baik melalui 
penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan 
pajak (Triwigati, 2013). Menurut Rahayu (2010:109) menyatakan bahwa 
“Modernisasi perpajakan yang dilakukan adalah bagian dari reformasi perpajakan 
secara komprehensif sebagai suatu kesatuan yang dilakukan terhadap tiga bidang 




                     : pengaruh secara parsial 
HIPOTESIS 
H1: Pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan dan modernisasi 
administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak.  
H1a: Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. 
H1b: Tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
H1c: Kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak. 
H1d: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara parsial 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Pada penelitian ini populasinya yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di 
KPP Pratama Malang Utara. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP wilayah Malang Utara, 
2. Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet dibawah Rp. 4.800.000.000 
dalam satu tahun, dan 
3. Wajib pajak UMKM yang memakai e-Registration, e-Filing, dan e-Billing. 
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Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer, data primer dalam 
penelitian ini diambil dari pembagian kuesioner secara langsung dan tidak langsung 
seperti menggunakan google form kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terutama 
UMKM yang melakukan pelaporan perpajakannya. Skala pengukuran yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Responden diminta untuk 
menjawab pernyataan dengan jawaban yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu sangat 
setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 
ANALISIS DATA 
Peneliti tidak mengambil sampel secara keseluruhan dari populasi tersebut, 
tetapi peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah dengan 






n  = ukuran sampel 
N = ukuran populasi 
e  = batas toleransi kesalahan  
𝑛 =
15.490
1 + 15.490 (0,1)2
 
n  = 99,35  
Berdasarkan perhitungan diatas maka penelitian ini sebanyak 99,35 orang 
responden yang kemudian ditambahkan dikarenakan data pada penelitian ini tidak 
normal maka ditambahkan menjadi 110 orang responden.  
Tabel 1 
Rincian Penyebaran Kuesioner 
No Kuesioner Jumlah 
1. Jumlah kuesioner yang disebarkan  125 
2. Jumlah kuesioner yang tidak 
dikembalikan 
15 
2. Jumlah kuesioner yang kembali 110 
3. Jumlah kuesioner yang digunakan 110 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 
Statistik Deskriptif 
Tabel 2 








Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 
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Tabel di atas menunjukkan data untuk variabel penelitian ini. Variabel 
pengetahuan perpajakan dengan nilai minimum 2, nilai maksimum 4, mean 11 
1182, dan standar deviasi 2,24521. Variabel tarif pajak memiliki nilai minimum 2, 
nilai maksimum 4, rata-rata 11,4909, dan standar deviasi 1,91922. Variabel kualitas 
pelayanan dengan minimal 2, maksimal 4, rata-rata 11,4091, dan deviasi standar 
2,21046. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan minimal 2, 
maksimal 4, rata-rata 26,0455, dan deviasi standar 4,26289. 
Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Dari penelitian ini terdapat 26 pernyataan semua dinyatakan valid apabia 
setiap r hitung lebih besar dari nilai r tabel 0,187 sehingga pernyataan dari setiap 
variabel dapat disimpulkan bahwa semuanya valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Pada penelitian ini variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas 
pelayanan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai 
Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data 
pernyataan kuesioner dari semua variabel yaitu reliabel atau konsisten.  
Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau 
residual dalam model regresi, memiliki distribusi normal atau abnormal. Apabila 
nilai sig> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Pada 
penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov – Smirnov 
dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.17 











Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 
Uji Asumsi Klasik 












Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa nilai Nilai toleransi dan VIF pada 
variabel pengetahuan perpajakan adalah 0.695 dan 1.440, dari variabel tarif pajak - 
0.810 dan 1.235, dari variabel kualitas pelayanan - 0.784 dan 1.275 dan dari variabel 
modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,692 dan 1,446. Maka dapat 
disimpulkan bahwa masing – masing variabel bebas nilai tolerance > 0,10 dan nilai 
VIF < 10. Jadi, variabel bebas pada penelitian ini tidak mengalami masalah 
multikolinieritas.  
2. Uji Heteroskedastisitas 
Gambar 4.19 
















Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 
Dari tabel di atas terlihat bahwa pola pada titik data tidak membentuk pola 
yang pasti dan data menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu y, ini dapat 
disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas layanan 
dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mengalami gangguan asumsi 
heteroskedastisitas. 
Uji Hipotesis 
1. Uji F 
Tabel 4.21 








Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai F hitung sebesar 13,036. Nilai sig. F 
0,000. Karena nilai sig. F kurang dari 0,05 (0,000 <0,05) berarti H1 diterima. 
Dengan demikian, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan dan 
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modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Uji Adjusted R Square 
Tabel 4.22 
Hasil Uji Adjusted R Square 
 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 
Dari hasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R square 0,306 
atau 30,6%. Jadi, variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas 
pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjelaskan 
variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebesar 30,6%, sedangkan sisanya 69,4% 
dijelaskan oleh variabel lain.  
3. Uji T 
Tabel 4.23 
Hasil Uji T 
 
                 Sumber: Data Primer yang diolah, 2021 
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai t yaitu 2,105 dan nilai 
signifikan t adalah 0,038. Karena nilai signifikan t lebih kecil dibanding 0,05 
(0,038 < 0,05) maka H1a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel 
pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif  terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ariyanto dan 
Dian (2020). 
2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai t yaitu 0,984 dan nilai 
signifikan t adalah 0,327. Karena nilai signifikan t lebih besar dibanding 0,05 
(0,327 < 0,05) maka H1b ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel tarif 
pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ariyanto dan Dian (2020). 
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai t yaitu 3,191 dan nilai 
signifikan t adalah 0,002. Karena nilai signifikan t lebih besar dibanding 0,05 
(0,002 < 0,05) maka H1c diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas 
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pelayanan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Hal ini sejalan dengan penelitian dari penelitian Ariyanto dan Dian (2020) 
4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, hasil dari nilai t yaitu 2.004 dan nilai 
signifikan t adalah 0,048. Karena nilai signifikan t lebih besar dibanding 0,05 
(0,048 < 0,05) maka H1d diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel 
modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Alvin 
dan Apollo (2020). 
Simpulan 
1. Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi 
Sistem Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
2. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
3. Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
4. Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Keterbatasan Penulisan 
1. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 
terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukan keadaan 
sesungguhnya. 
2. Nilai Adjusted R Square kecil yaitu sebesar 30,6% berarti masih terdapat 
masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan 
tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  
3. Pada penelitian ini hanya terbatas yaitu UMKM yang terdapat di KPP Malang 
Utara. 
Saran 
1. Diharapkan pada penelitian kedepannya akan menambah metode 
pengumpulan data yang digunakan selain kuesioner seperti wawancara, agar 
hasilnya bisa lebih obyektif. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel independen, sebab 
masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran pajak. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas lingkup penelitiannya 
tidak hanya pada tingkap KPP saja melainkan pada Kantor Wilayah Jawa 
Timur. 
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